
NOMOR: 7 

BERITADAERAH 
PROVINSIJAWATENGAH 

TAHUN: 2007 

PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH . . 
NOMOR 7 TAHUN 2007 

TENTANG 

STANDAROPERASIONALPROSEDURPELAYANAN 
BALAI PENGENDALI PEREDARAN HASILHUTAN 

DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWATENGAH 

GUBERNURJAWATENGAH 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan pelayanan Balai Pengendali 
Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan 
Provinsi Jawa Tengah yang transparan dan 

. akuntabel sertaefektif dan efisien, perlu disusun 
Standar Operasionai Prosedur Pelayanan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dirnaksud huruf a, agar 
pelaksanaannya dapat berdayaguna dan 
berhasilguna, rnaka perlu menetapkan 
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Peraturan Gubernur tentang Standar 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 · Operasional Prosedur Pelayanan Balai 
tentangPeraturan DisiplinPegawai Negeri Sipil Pengendali Peredaran Hasil Rutan Dinas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. 
1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran 

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Negara Republik Indonesia Nomor3 l 76); tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Konservasi Sumber DayaAlam Hayati Dan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Kehutanan Dan Perkebunan (Lembaran Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 3419); Republik Indonesia Nomor 3767) 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 . sebagaimana telah diubah beberapa kali 
tentang Kehutanan (Lembaran Negara terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
Tambahan Lembaran Negara Republik Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 
Indonesia Nomor 3888); Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 . Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen 
Kehutanan Dan Perkeburian (Lembaran tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3914); Republik Indonesia Norn or 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana 

· Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Rutan Dan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penggunaan Kawasan Rutan (Lembaran 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4026); 
Republik Indonesia Tahun 2005 Norn or 108, 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik 

tentang Perlindungan Rutan (Lembaran Indonesia Nomor 4548); 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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Nomor 147,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4453); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kedudukan Tugas Pokok Fungsi Dan Susunan 
Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas 
Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan 
Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas 
Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas 
Pengelolaan Sumber DayaAir, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Dinas Petemakan, Dinas 
Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, 
Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan 
Telekomunikasi, Dinas Pendidikaan Dan 
Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan 
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas 
Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan 
Daerah dan Dinas Lalu Lintas DanAngkutan 
Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 

·Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 
2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata 
Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas 
Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan 
Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi,Dinas Bina Marga, Dinas 
Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas 
Pengelolaan Sumber DayaAir, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Dinas Petemakan, Dinas 

Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, 
Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan 
Telekomunikasi, Dinas Pendidikaan Dan 
Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan 
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas 
Pertambangan DanEnergi, Dinas Pendapatan 
Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah 

· (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 3 Seri D Nomor 3); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan 
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, 
Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil 
Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas 
Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas 
Pengelolaan Sumber DayaAir, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Dinas Petemakan, Dinas 
Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, 
Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan 
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas 
Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan 
Daerah dan Dinas Lalu Lintas DanAngkutan 
JalanProvinsi JawaTengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) 
sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Norn or 1 Tahun 
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2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 124/ Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi 
KPTS-W2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan 
Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan 
Dan Penyetoran Provisi Sumberdaya Hasil Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Hutan; Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina 

15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/ Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, 
KPTS-I l /2003 tentang Penatausahaan Hasil Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas 
Hutan; Pertanian TanamanPangan, Dinas .Petemakan, 

16. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, 
Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas 
Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas dan Perdagangan Nomor KM 3 Tahun 2003, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas 22/Kpts-lI/2003 .33/MPP/Kep/l /2003 Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu Dinas PendapatanDaerah clan Dinas LaluLintas melalui Pelabuhan; 
Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah 17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/ (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

KPTS-11/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Nomor 5 Seri D Nomor 5); 
Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Penyetoran DanaReboisasi (DR); Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/ Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi 
Menhut-11/2005 tentang Perubahan Ketiga Jawa Tengah Tahun2001 No 26); 
Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887 I 1261KPTS-Il/2003Tentang Penatausahaan KPTS-Ilf2002 Jis Keputusan Menteri Nomor Hasil Hutan; 

I 003 l/K.PTS-II/2002, Keputusan Menteri 19. Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur Nomor 59/K.PTS-II/2003 tentang Tata Cara 
Negara Nomor 63/KEPIM.PAN/7/2003 Pengenaan SanksiAtas Pelanggaran Izin Usaha 
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan 
Pelayanan Publik; Hasil Hutan Dan Izin Usaha industri Primer 

20. Keputusan Menteri PendayagtmaanAparatm Hasil Hutan; 
Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 13. Keputusan Menteri Kehutanan No 87 I 
tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Kpts-lI/2003 tentang Pengukuran Dan 
Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pengujian Hasil Hutan di Indonesia; 
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Menetapkan 

Pelayanan Publik; 
21. Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur 

Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 
tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks 
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan 
Instansi Pemerintah; 

22. Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor28 
Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok 
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor30). 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN GUBERNUR JA WA TENG AH 
TENTANG PELAYANAN BALAI 
PENGENDALI PEREDARAN HASIL HUTAN 
DINAS KEHUTANAN PROVINS! 
JAWATENGAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah merupakan 
ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang 
wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. 

5. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administrasi 
yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan 
jenis pelayanannya. 

6. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 
pelayanan. 

7. Petugas yang ditunjuk adalah Petugas Dinas Kehutanan Provinsi 
Jawa Tengah. 

8. Pelayanan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah 
pelayanan yang meliputi memeriksa, menerbitkan, mematikan, 
dan perpanjangan masa berlaku Surat Keterangan Sahnya Hasil 
Hutan. 

9. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati,yang berupa basil hutan 
kayu dan basil hutan bukan kayu selain tumbuhan dan satwa liar. 

10. Pengukuran basil hutan adalah kegiatan untuk mengetahui/ 
menetapkan isi (volume) dan atau berat dari basil hutan. 

11. Pengujian basil hutan adalah suatu kegiatan dalam rangka 
menetapkan jenis, isi (volume) dan mutu (kualita) basil hutan. 

12. Hasil Hutan Kayu adalah Hasil Hutan Kayu termasuk komoditas 
basil perkebunan yang dipungut dari hutan negara maupun hutan 
hakmilik. 

13. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah basil hutan selain kayu 
termasuk komoditas basil perkebunan yang dipungut dari hutan 
negara. 

14. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan 
disekitamya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan 
pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : 

1. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah. 

2. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. 

3. Balai adalah Balai Pengendali Peredaran Hasil HutanahDP ina_s 
Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Wilay an, 
Semarang, Te gal, dan Khusus PT Kayu Lapis Indonesia. 
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tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan 
atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas 
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta 
sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. 

15. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat 
dengan SKSHH adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh 
pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, 
penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai alat bukti atas 
legalitas hasil hutan. 

16. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang 
selanjutnya disingkat dengan P2SKSHH adalah Pegawai 
Kehutanan yang mempunyai kualifikasi minimal sebagai penguji 
Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk 
menerbitkan SKSHH. 

17. Daftar Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat dengan DHH 
adalah dokumen yang berisi nomor dan tanggal LHP, nomor 
batang,jenis kayu, panjang, diameter dan volume setiap batang 
untuk kayu bulat atau nomor urut bundel,jenis kayu, ukuran 
sortimen,jumlah keping/bundel dan volume untuk kayu olahan; 
atau jenis,jumlah bundel dan berat untukHHBK yang merupakan 
lampiran yang tak terpisahkan dengan dokumen SKSHH. 

18. Laporan Mutasi Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat dengan 
LMKB adalah dokumenmutasi kayu yang berisi persediaan awal, 
penambahan, pengurangan dan persediaan akhir kayu bulat. 

19. Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya 
disingkat dengan LMHHBK adalah dokumen mutasi HHBK 
yang berisi persediaan awal, penambahan, pengurangan dan 
persediaan akhir HHBKyang dibuat di tempat pengumpulan atau 
tempat penampungan atau di industri. 

20. Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan yang selanjutnya disingkat 
dengan LMHHO adalah dokumen mutasihasil hutan yang berisi 

92 

persediaan awal, perolehan/penambahan, penggunaan, 
pen�an (penjualan,pemakaian sendiri) dan persedian akhir 
hasil hutan olahan di industri yang terdiri dari Laporan Mutasi 
Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) dan Laporan Mutasi Hasil 
Hutan Olahan Bukan Kayu (LMHHOBK). 

BAB II 
VISI DAN MISI 

Pasal 2 
( 1) Visi Balai adalah pengelolaan sumber daya hutan secara lestari 

untuk kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan 
kemandirian Daerah. 

(2) Guna mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
maka misi Balai, yaitu mempertahankan keberadaan sumber da� 
hutan Negara dan menyelenggarakan pelayanan clan pengamanan 
peredaran basil hutan, meningkatkan profesionalisme sumber 
daya manusia, mengembangkan kelembagaan organisasi Balai 
dan masyarakat di bidang kehutanan, serta meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 
( 1) Mak�ud ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan 

Bala1 ad�Iah untuk memberikan pedoman pelayanan kepada 
semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan. 

(2) Tuj�ya ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan 
Balai adalah penatausahaan basil hutan berjalan dengan tertib 
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dan lancar, agar kelestarian hutan, pendapatan negara dan 
pemanfaatan hasil hutan secara optimal dapat tercapai. 

BAB IV 

STANDAR OPERASIONALPROSEDUR PELAYANAN 

Pasal 4 

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Balai, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 5 

Mekanisme pelayanan Balai, sebagaimana tercantum dalam Lampi.ran 
II Peraturan Gubemur ini. 

Pasa16 
Mekanisme pengaduan pengguna pelayanan Balai, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran ID Peraturan Gubernur ini. 

BABV 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 7 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 

Pasal 8 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangari 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 30 Januari 2007 

GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

MARDIYANTO 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 31 Januari 2007 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 

JAWA TENGAH, 

ttd 

MARDJIJONO 

BERITADAERAH PROVINS! JAWA TENGAH 
TAHUN 2007 NOMOR 7 
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LAMPIRANI 
PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH 
NOMOR 7TAHUN2007 
TANGGAL30 JANUARI 2007 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PELAYANAN BALAI PENGENDALI PEREDARAN HASIL.HUTAN DINAS KEHUTANAN 

PROVINS! JAWA TENtiAH 
JENIS PROSED UR WAKTU SARAN A KOMPETENSI SANKS I 

NO Pl!LAYANM PERSYARATAN PELAYANAN PENYELESAIAN BIAVA PROD UK PRASARANA PETUGAS TEMPAT 
PETUGAS PEMOHOI', 

I 2 ) 4 ' 6 7 8 9 10 II 12 

I Ponerbitan I Surat I Pemohon mqljukan I P2SKSHH Sauai SK SHH I Gedung I Pengetahuan Peraturan SankJi Hotel 
Dolcumen permohonan permohon1n kepld1 selambat kocentuan kancor a Pemahaman Pemerintah administrui Garuda 
SK SHH penerbitan P2SKSHH den11n yan1 2 Ruana Undang- Nomor 30 s-ai tall di 

SKSHH dan melampirkan lamb1tny1 I (aatu) berlaku tunllll" undang Tahun 1980 tertib yana Kopeng 
peruaahun I persyaratan dan hori kerja setelah l Koiak saran. Nomor 41 ten tans berlaku Hotel 
perorangan tembusan kepada menerima �. Papan Tahun 1999. Peraturan Pringo 

2. ldentitas Kepala Balli mekanisme b.Pemahaman Disiplin wi di 
Pemohon (Foto 2. P2SKSHH melalcukan permohonan pelayanan. Peraturan Pe11w1i Tawana copy KTP) p e m e r j k s a a n penotbilan SKSHH ,. Kaea Pemerintah Neaeri Sipil manau 

). Surat pernyatun dan wajib melalcukan pembesar. Nomor 34 Hotel tujuan persyaratan 

penaanalcutan pomeribaan fiJik huil pemerik111n 6. Piiau culler Tahun 2002. Melato 

yana dibuat oleh hutan di lapanaan admini1trui dan 7. Pita ulwr. c.Pemahaman di 
pernohon dan ) Apabila persyaratan 8. Tally sheet. Peraturan Klrimun 
dapat tidak sesuai denaan fitik huil ...... 9. Alat tuliJ. Daerah No j1w1 
dipenanuun1 yana 1elah diten1ukan, 2. w • k I u 10.MeJin tik. I Tahun Hotel 
jawabkan secara p 2 s K s H H penyele1ai1n 11 Komputer 2002. Pondolt 
i..kum menerbitk1n surat �tanSKSHH d Pemahaman Slamet 

4 Baai pernohon penolakan. Keputusan 
anakutan lanju1an 4 Apabil1 persyaratan sesuai preatui Menteri 
juaa menunjukan lenakap dilanjutkan penaukuran Kehutanan 
dokumen SKSHH denaan pe_meriksaan penaujian oleh No 1261 
uJj dan flsik dan DHH apab�a P2SKSHH KPTS-11/ 
menyerahkan huil pemeriksaan 2003 
copy SKSHH ual IHUli denaan 

' Daftar hull i..tan dokumen SKSHH uli, 
(DHH) 



(0 
ex, 

(0 
(0 

. 
SANKSI 

IENIS PROSEOUR WAKTU PROD UK 
SAllANA KOMPETENSI TEMPAT NO PELAVANAJI PERSVARATAN PELAVANAN PENYELESAIAN BIAVA PRASARANA PETUOAS PETUOAS PEMOHON 

I 2 3 4 5 6 7 I 9 10 II 12 

6. Laponn Mutui P2SKSHH mcnerbitkan 2. Sikap · 
huil hutan Serita Acara .. Komunikui. 
(LMKB/ Pemcriksun dan bila b Kestabilan 
LMHHOK). has ii Pemerik111n emosi 

lisik tidak smuai proses e. Ketclitian 
hukum. d Jujur 

5. p 2 s K s H H e. Responaif 
menerbitkan dan f Kerjaaama 
menandatanaani I Disiplin 
DHH dan SKSHH tingi 

6 Dokumen SK SHH 3 Ketrampilan 
diajukan kepada Teknik 
pejabat struktural pelayanan 
eselon Ill atau pejabat prim a 
dibawahnya yana 
ditunjuk untuk 
diketahui dan diset\vui 

7. p 2 s K s H H 
menyerahkan 
dokumen SK SHH 
I em bar I dan 2 
kepada pemohon 
disertai Derita Acara 
se.-.h terima 

2. Mematikan I. Surat I p • m 0 h 0 n \ P2SKSH� Sesuai Pernyatun I Oeduna I Penaetahuan Peraturan Sonkli 
Dokumen Permohonan mengajukan· selambat ketentUIII keabsahan kanlor. a Pemahaman Pemerintah 1dministras1 
SK SHH mematikan permohonan �'kepad I yana huil hutan 2. Ruan a Undana· Hornor 30 Sauai tata 

doku"*' SKSHH P3KB dengan lambatnya I (satu bertaku yana tunggu. undana Ta.bun 1980 twtib yan1 
dari perusahaan I melampirkan hari kerja setelal dianakut 3 Kotalt saran Nomor 41 teniana berlaku 
perorangan persyaratan dan m e n e r I m r MIUli 4. Papan Ta.bun 1999 Peraturan 

2 ldentitas tembusi.n kepada dokumen mekanisme b. Pemahaman Disiplio 
pemohon (Foto kepala BPPHH 

permohonar 
SKSHH pelayanan. Peraturan Peaawa, 

copy KTP). 2 Pl KB melakukan pcnerbitan SKSHI- 5 Kaea Pemerintah Nqori Sipil 
). SKSHH uli pemeriksaan wajib melakukan pembesar. Nomor 34 

lembar I dan 2 administrui dan tisik pemerik111n 6 Piuu cutter Tahun 2002 
yana telah huil hutan dilapanaan 7 Pila ukur c Pemahaman admini•trui du, 

I 

NO 
JENIS PROSEDUR WAKTU SAllANA SANK SI 

fl!LAYANAJI PERSVARATAN BIAVA PRODUK KOMPETENSI 
PELAYANAN PENYELESAIAN PRASARANA PETUGAS TEMPAT 

PETUOAS PEMOHON 
I 2 3 4 s 6 7 8 9 10 II 12 

oleh peru,ahaan 3. Apabila persyaratan fisik huil hutan I peroranaan 8. Tally sheet. peraturan 
yana: menerima tidak sesuai dengan 2. w • k t u 9. Alai tulis. Daerah 
huiJ hutan. yang telah ditentukan, 

ponyoleaaian 10.Mcsintik. Nomor I 
4. Dallar hasil PlKB menerbitkan 11 Komputer Tahun 2002 

hutan (DHH) sur1t penolakan pene,1,itan SKSHH d. Pemahaman 
4. Apabila persyaratan sesuai preatasi keputusan 

lengkap dilanjutkan . pensukuran Menterei 
dengan pemeriksaan 

pengujian oleh Kehutanan 
fisik dan DHH apabila Nomor 1261 
huil pemeriksaan PZSKSHH KPTS-11/ sesuai dengan 200) 
dokumen SKSHH asli, 2. Sibp: 
PJ KB menerbitkan a. Komunikasi 
Serita Acara b. Kestabilan 
Perneriksaan dan bila emosi has ii Pemeriksaan c. Ketelitian 
fiaik tidak sauai proses d Jujur 
hukum • Responsif 

S. PlKB mORKisi kolom f kerjasama 
pemeriksaan has ii I· Disiplin hl.ltan dan mematikan tinui. 
dokumen SKSHH. 3. Ketrampilan 

6. PlKB mengi1i kolom Tel<nik 
1e1itig1 dibagian pelayanan 
ujuns dokumen prim a 
SK SHH dengan 
keteranaan fisik huil 
hutan yang diterima. 

7. Pl KB menyerahJcan 
dokumen SKSHH 
lembar 2 kepada 
pemohon untuk arsip 
perusah11n. 

3 Perpujanpn I Surat I Pemohon menpjukan I P2SKSHHselutlbol Sesuai Dokumen Oeduna Sankai I I Penaetahuan Peraturan -IMdalw Permohoru.n permOhonan kepada ketentuan SK SHH kantor. a Pemahaman 1dmin1s1ras· 
Dolluman porpartjangan P2SKSHH dengan -wnbatnya I (satu) Pemerintah SeSU&i 1111 
SKSHH masa berlakunya hari kerja setelah 

yana 2 Ruana Und1n11· Nomor 30 �,;� ... � .. , melampirkan bertaku tunuu. undana Tahun 1980 
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IENIS PROSEDUR WAX TU SARAN A KOMPETENSI SANKS I 

BJAYA PROD UK TEMPAT NO IPELAYANAI' PERSYARATAN PELAYANAN PENYELESAIAN PRASARANA PETUGAS PETUGAS PEMOHON 

I 2 3 4 ' 6 7 8 9 10 11 12 

dokumen SKSHH persyar1t1n dan m • n e r i m a 3. Kotak saran. Nomor 41 Tahun tent ans dari pen,uhaan/ tembuWI kepada kepala 4 Papan 1999 Per11ur1n 
peroranean BPPHH p e r m o h o n e n mekanisme b Pemahaman Disiphn 2 Identitas 2 P2SKSHH melakukan penert>i<an SKSHH pelayanan, Peraturan Peaawai pemohon (foto pemeriksaan wajib melakukan 5 Kaea Pemerintah Negeri copy KTP) persyaratan dan fisik pemerik111n pembesar Nomor 34 Sipil 3. Sopir/Nahkoda huit hu1ar1 di lapanaan. 6 Pi11u cutter Tahun 2002 
menunjukkan 3 Apabila persyaraun administrasi dan 7 Pitaukur. c. Pemahaman 
SKSHH asli dan tidak ,-,ai denp, Ylnll 6,iJc tufhutarl 8. Tally sheet peraturan 
menyerahkan tel ah ditentukan, 2. w • k t u 9 AJat tuJis Daenh 
copy SKSHH P2SKSHH monocbitkan penyelesaian 10.Mesintik Nomor I 
asal. ,urat penofakan. 11. Komputer Tahun 2002 4. Surat ke1eranaan 4. Apabila penyaratan penst,itan SKSHH d Pemahaman dari sopir/ fongkap dilanjutk1n sesu1i prestui keputusan nahkoda den11n pemeriksaan penaukuran Menterei menaef'!ai al111n 
keterlambatan fisik dan DHH apabifa pengujian oleh Kehutanan 

twit pemeriksaan sesuai Nomor 1261 pengangkutan. 
den a an dokumen P2SKSHH KPTS-111 
SKSHH uli, P2SKSHH 2003 
menerbitkan Berila 2. Sikap 
Ac... Pemeriksaan dan a. Komunikui. 
bila hasif Pemeriksaan b. Keslabilan 
fiJik tidak sesuai proJe.l emosi. 
hukum c Ketelitien 

5. p 2 s K s H H d Jujur 
menerbilkan per- e Responsif 
panjangan masa f Kerjasama. 
berlaku dokumen H- Disiplin 
SKSHH dengan tinasi. 
perkirun waktu yang 3 Ketrampilan 
diperfukan untuk Teknik 
sampai di tujuan pelayanan 

prima 
4. Penerbitan I Surat r. Pemohon mengajukan r. P2SKSHH selarroat Se.suai SKSHH r. Gedung I Pengetahuan Peraturan Sanksi 

SKSHH di permohonan pennohonan kepada ketentuan kantor a Pemahaman Pemerintah administrasil 
�ambatnya f (Situ) Sesuai tatl Pefabuhan penerbitan P2SKSHH dengan yang ' 2. Ruang Undang- Nomor 30 tertib yang SKSHH dari melampirkan hari kerja setelah ber1aku tunagu undana Tahun 1980 berlaku 

I 
IENIS 

HO "'81.AYAHAJI PERSYAllATAN PROSEOUR WAKTU 
PELAYANAN Pl!NYELESAIAN BJAY,( PROD UK SARAN A KOMPETENSI SANKS I 

I 2 3 
PRASARANA Pl!TUGAS PETUGA S PEMOHON 

TEMPAT 
4 5 

peruaahaan/ 6 7 • 9 porsyaratan dan JO II 12 peroran,... tembu11n kep1d1 
111enerim1 3. Kotakaaran. Nomor41 2. ldentita, Kopala BPPHH. permohoaan 4. Papan Tahun 1999 

tentana 
,,._,..,.. (Poto 2. P2SICSHH melakukan �SJCSHH mekani1me b.Pemahaman 

Peraturan 
copy KTP). pomerik111n wajib ....,akukaa pelayanan: Petaturan Diaiplin 

3. s..,., ,..,.,,, ...... Peaawai 1dmini1tr11i dan ,. Kaea Pemerintah IIUIIH 
pomeribw, ftJik huiJ p1m1rik111n . pembeur. Nomor 34 

Neaori ............... Sipif 
YlllC dibuat oloh hutan di_ lapanian. adminiatrui du 6. Piuu cuu.. Tahw, 2002 
� ..... 3. Apabila ponyar1t1n Dk huiJ hi-. 7. Pita ulcur. c. 
dapal tidak aeauai denaan 2. w I k I u I. Tally"-· Pemahaman 
dipertanuun,. Ylll8 tolah ditentukan, p1ny1J111i1n 

9. Alai lulis. peraturan 
jawabkan 1ecara P2SKSHH IO.Me.in tile. Dae rah 
laibm menerbitkan aurat ,-.t>ilan SICSHH 11.Komputor. Norn.or J 

4. Biii -'ion penolalcan. INuai denaan Tahun 2002 
�tanlanja,tan 4. Apabila pony1ra11n atandar p,.1tui d.Pemahainan 
JU&a lonakap dilanjutkan J>ell&vkuran dan kopa,t1111n 
-.nja,kkaa denaan i,emerik11an Menteri 
dokumea SKSHH lllik d111 DHH IJ)lbiJa penaa,jiu oleh Kohutanan 
uli daa h11il pemerikaaan P2SKSHH Nomor 1261 
manyorahkan aesuai donaan KPTS-11/ copy SKSHH lMl dokwnen SKSHH uJi, 2003 5. Daftar halil laitan P2SKSHH 2. Sikap: (DHH) menerbitkan B1rit1 a. Xorrunikui. 6. l.oporan Mut.ui A car a P1merik111n b. Xeotabilan huiJ hutaa dan bila h11if emosi. (LMKBI 

pomeribun 6lik tidalc c. Ketelitian. l.MHHOX). Nalli proaos hukum. d. Jujur ,. p 2 s K S H H •. Re1ponli(. 
monandatanpni DHH f. Kerj11am1. 
dan menerbitkan 8, Di,iplin 
SK SHH. tJnasi, 

6. Dokumen SK SHH 3. Ketrampilan : 
di1j11kan kopada Ttlaik 
pej1b11 1trukturaf pel1y1n1n 
...ion m allll pejabat prim a 
dibawahnya yana 
dituijuk ....... mbtai..i 
dan diaetuwi 
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I 2 3 4 ' 6 7 a 9 10 II 12 

8. P 2 S K S H H 
menyerahkan SKSHH 
lembu I dan 2 ke 
pemohon den1an 
Derita Acara 1erah 
tori ma 

GUBERNUR JAWA TENGAH 
ttd 

MARDIYANTO 



LAMPIRAN II 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 7 TAHUN 2007 
TANGGAL 30 JANUARI 2007 

MEKANISME PELAYANAN BALAI PENGENDALI 
PEREDARAN HASIL HUTAN DINAS KEHUTANAN 

PROVINS! JAWA TENGAH 

A. Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
(SKSHH) 

epala 
PPHH 

Tembusan 

PEMOHON 
··········-····-··· . !+- . 

Serita Acara Serah 
Terima SKSHH I K 

' B 

P2SKSHH -;.. 

• • ,I, 

Memenuhi Tidak memenuhi 
Persyaratan Persyaratan 

---. • • I Sesuai fisik l f Tidak sesuai fisik}-- 

Pengesahan 
.__ Pejabat Struktural Eselon Ill 

Atau Pejabat Dibawahnya ,I, 

Yang Ditunjuk I Proses hukum I 

103 



B. Mematikan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
(SKSHH) 

C. Penerbitan �erpanjangan Masa Berlaku Dokumen Surat Ketaran an Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) g 

Tembusan 
PEMOHON 

[Proses 
hukum / 

Tidak memenuhi 
Persyaratan 

P2SKSHH 

Tidak sesuai fisik 

Kepala 
BP PHH 

Memenuhi 
Persyaratan 

Sesuai fisik 

Dokumen SKSHH 

Tembusan ...................... 
PEMOHON I+- 

.. 
I 

Kepala ., BP PHH 

P3KB 

+ ... ... 
Memenuhi Tidak memenuhi 

Persyaratan Persyaratan 
+ ... ... 

I Sesuai fisik I I Tidak sesuai fisik r-- 
•r 

r 
Surat Pemyataan Ukur ulang 100% � Keabsahan Hasil Hutan oleh pemilik Yang diangkut didampingi P3KB dan Sesuai SKSHH apabila tidak sesuai 

Proses Hukum 

104 · 
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D. Penerbitan Dokurnen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
(SKSHH) Di Pelabuhan 

PEMOHON 

LAMPIRAN III 
PERATURAN GUBERNUR JA WA TENGAH 
NOMOR 7 TAHUN 2007 
TANGGAL 30 JANUARI 2007 

Serita Acara Serah 
Terima SKSHH 

P2SKSHH 

,i,� 

I Kepala 
BP PHH 

MEKANISME PENGADUAN PENGGUNA PELAYANAN 
BALAI PENGENDALI PEREDARAN HASIL HUTAN 

DINAS KEHUTANAN PROVINSI 
JAWATENGAH 

J, 

Memenuhi 
Persyaratan 

.. . -.. 
r . Sesuai fisik I I Tidak sesuai fisik f--- 

PEMOHON 

Jawaban 

BPPHH P2SKSHH 
(dianalisa) 

Tidak memenuhi 
Persyaratan 

... 
Pengesahan 

Pejabat Struktural Eselon 111 
'-- Atau Pejabat Dibawahnya 

Yang Ditunjuk j Proses hukum I 
GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 
MARDIYANTO 

GUBERNURJAWATENGAH 
ttd 

MARDIYANTO 
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